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PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR ..... TAHUN 2026
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai
upaya percepatan dalam pencapaian kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan = partisipasi masyarakat, dan
peningkatan daya saing daerah dengan menggunaan
pendanaan dari yang mendasarkan pada asas efisiensi,
efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
akuntabilitas;

bahwa sebagai wujud akuntablitas dalam penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 yang terealisasi guna mendanai berbagai
program dan kegiatan di Pemerintah Kota Magelang, maka
untuk memberikan kepastian hukum dalam
pertanggungjawabannya perlu mendapatkan persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah @ Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa;
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

Menetapkan

dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

(2)

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

Defisit Laporan Operasional yang selanjutnya disebut
Defisit LO adalah penjumlahan selisih kurang antara
defisit kegiatan operasional, kegiatan nonoperasional, dan
kejadian luar biasa.

Pasal 2
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;
laporan operasional;
laporan arus kas;
laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan perusahaan umum Daerah.

S0 a0 op
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Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
sebagai berikut:

ao o

o

pendapatan :Rp 1.038.303.850.662,28
belanja :Rp 1.036.372.221.460,00
defisit :Rp 1.931.629.202,28
pembiayaan

1. penerimaan : Rp 110.395.829.810,86
2. pengeluaran :Rp 0,00
pembiayaan netto :Rp 110.395.829.810,86
SiLPA :Rp 112.327.459.013,14

Pasal 4

Uraian laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.

selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp5.819.384.655,28 (lima miliar delapan ratus
sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu
enam ratus lima puluh lima koma dua puluh delapan
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan :Rp 1.032.484.466.007,00
setelah perubahan

2. realisasi :Rp 1.038.303.850.662,28

3. selisih lebih :Rp 5.819.384.655,28

selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp106.508.886.857,00 (seratus enam miliar lima ratus
delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu
delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah : Rp 1.142.881.108.317,00

perubahan
2. realisasi :Rp 1.036.372.221.460,00
3. selisih kurang :Rp 106.508.886.857,00

selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp112.328.271.512,28 (seratus dua belas miliar
tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh
satu ribu lima ratus dua belas koma dua puluh delapan
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit anggaran setelah : Rp 110.396.642.310,00

perubahan
2. realisasi : Rp 1.931.629.202,28
3. selisih lebih :Rp 112.328.271.512,28

selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp812.499,14 (delapan ratus dua
belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma
empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan : Rp 110.396.642.310,00
pembiayaan setelah
perubahan
2. realisasi :Rp 110.395.829.810,86
3. selisih kurang :Rp 812.499,14

selisih lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:
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1. anggaran pengeluaran :Rp 0,00
pembiayaan setelah
perubahan
2. realisasi Rp 0,00
3. selisih lebih :Rp 0,00

f. selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan
netto sejumlah 812.499,14 (delapan ratus dua belas ribu
empat ratus sembilan puluh sembilan koma empat belas
rupiah dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan : Rp 110.396. 642.310,00
netto setelah perubahan
2. realisasi : Rp 110.395.829.810,86
3. selisih kurang : Rp 812.499,14
Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:
1. saldo anggaran lebih awal : Rp 110.391.642.310,00
2. SiLPA : Rp 112.327.459.013,14
3. saldo anggaran lebih akhir : Rp 112.327.459.013,14

Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c
sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. jumlah aset :Rp 4.461.163.615.639,07

2. jumlah kewajiban :Rp 4.245.669.382,96

3. jumlah ekuitas :Rp 4.456.917.946.256,11
Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan :Rp 1.280.478.549.971,65
b. jumlah beban :Rp 1.040.982.881.090,45
c. defisit dari operasi :Rp 239.495.668.881,20
d. surplus dari kegiatan non- : Rp (2.398.968.693,66)
operasional
e. defisit pos luar biasa : Rp 0,00
f. defisit LO :Rp 237.096.700.187,54
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2025 sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 :Rp 108.861.606.229,86
Januari 2025

b. arus kas dari aktivitas :Rp 107.039.883.486,28
operasi

c. arus kas dari aktivitas :Rp 117.169.417.626,00
investasi

d. arus kas dari aktivitas : Rp 4.187.500,00
pendanaan

e. arus kas dari aktivitas :Rp 1.241.722,00
transitoris

f. saldo akhir kas per 31 :Rp 98.735.017.868,14

Desember 2025



Pasal 9
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. ekuitas awal :Rp 4.234.053.513.650,55
b. defisit LO : Rp 238.705.529.429,81
c. dampak kumulatif

perubahan

kebijakan/kesalahan

mendasar :

1 koreksi nilai persediaan : Rp 0,00

2.koreksi ekuitas lainnya  : Rp 15.841.096.824,25
d. ekuitas akhir :Rp 4.456.917.946.256,11

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk
Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11
Rincian pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:
a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran:

1. Lampiran 1.1 : ringkasan laporan realisasi
anggaran menurut urusan
pemerintahan Daerah dan
organisasi;

2. Lampiran [.2 : ringkasan APBD yang

diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;

3. Lampiran 1.3 : rincian APBD menurut urusan
pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, subkegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan; dan

4. Lampiran 1.4 : rekapitulasi realisasi belanja
menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, program,
kegiatan, dan subkegiatan.

b. Lampiran II : laporan perubahan saldo
anggaran lebih;

c. Lampiran III : laporan operasional;

d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V ! neraca;

f. Lampiran VI : laporan arus kas;

g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang
Daerah;

i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan
piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir
dan penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal atau
investasi Pemerintah Daerah;

1. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan
aset tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;



n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi
dalam pengerjaan;

o. Lampiran XV . daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : daftar subkegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2025 dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran
berikutnya,;

t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerabh;

1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan  keuangan/
neraca Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah; dan
2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan

berupa laporan laba/rugi Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 12
Ketentuan mengenai penjabaran  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO
Diundangkan di Magelang

pada tanggal ...

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

LARSITA
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(] ..))
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR ...... TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

UMUM

Pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya dalam mereformasi
sistem pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju
desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian diturunkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan
akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses
penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan
keuangan daerah pada khususnya.

Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami, mutlak diperlukan untuk proses
pengambilan keputusan. Di samping itu, dengan laporan keuangan yang
baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh
mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan
tuntutan masyarakat.

Bahwa  peraturan tersebut di atas, diamanatkan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir. Sehingga Pemerintah Daerah mempunyai
kewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan mekanisme yang
telah diatur setiap tahunnya.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8
Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan hasil penjumlahan
antara saldo awal kas per 1 Januari 2025 dengan arus kas dari
aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas dari aktivitas investasi,
ditambah dengan arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas
dari aktivitas transitoris.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...
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